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ABSTRAK

Aidil Akbar (04020210609) dengan judul “Efektifitas Tanggung Jawab
Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
Makassar’. Dibawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua
Pembimbing dan Syamsul Alam sebagai Anggota Pembimbing.

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
hukum  mediator secara normatif dalam  berbagai peraturan
perundangundangan terkait serta sejauh mana peran dan tanggung jawab
mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri
Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan
menggunakan data empirik berupa putusan perkara perdata di Pengadilan
Negeri Makassar untuk memperkuat analisis mengenai praktik peran dan
tanggungjawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di
Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum mediator dalam
penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memiliki landasan hukum yang
kuat karena telah telah diatur secara tegas Peraturan Mahkamah Agung
maupun dalam KUHPerdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian
halnya peran dan tanggungjawab mediator khususnya mediator swasta (non
hakim) dalam penyelesaian sengketa perdata cukup besar andilnya dalam
mengupayakan perdamaian para pihak berperkara, sebagaimana dalam
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Negeri termasuk
Pengadilan Agama memberikan kesempatan dan ruang yang luas atas peran
serta mediator swasta (non hakim) dalam persidangan tahap mediasi di
pengadilan. Daftar nama-nama mediator swasta (non hakim) perlu dipajang
dan diumumkan secara terbuka di kantor pengadilan agar para pencari
keadilan memiliki akses dan kesempatan yang luas untuk memilih mediator
yang dipercaya untuk menyelesaikan secara damai sengketa para pihak.

Kata kunci : Mediator, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Makassar
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sejarah penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga pengadilan di
Indonesia dimulai sejak penerapan hukum kolonial Belanda yang mengacu

pada sistem hukum Romawi-Belanda, kemudian diwariskan dalam bentuk

Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata). Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem

peradilan Indonesia mengalami unifikasi melalui Undang-Undang Darurat

Nomor1 Tahun 1951, yang menghapus pengadilan swapraja dan

adat. Pengadilan Negeri kemudian menjadi lembaga utama untuk mengadili

perkara perdata, dengan Het  Herziene _ Indisch  Reglement

(HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) sebagai hukum acaranya,

hingga kini terus berkembang menjadi sistem peradilan modern di Indonesia.

Dalam perjalanan perkembangan hukum di Indonesia penyelesaian
perkara-perkaa keperdaaan melalui lembaga pengadilan dibagi berdasarkan
karakter dan jenis perkaranya. Untuk penyelesaian sengketa perkara-perkara
perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan,
perkawinan, ekonomi syariah, wakaf, infag dan shadagah menjadi
kompetensi absolute lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.
Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang non beragama lIslam

penyelesaian sengketa perkawinan dan sengketa kewarisan masih tetap
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menjadi kometensi Pengadilan Negeri. Demikian halnya dalam lingkup
pengadilan negeri masih terdapat sub lembaga pengadilan yang mengadili
perkara-perkara perdata khusus seperti pengadilan niaga yang berwenang
menyelesaikan sengketa kepailtan dan Penyelesaian Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU), serta Kengadilan Hubungan Industrial yang
bewenang menyelesaian sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan,
Pemeriksaan sengketa atau perkara-perkara perdata menyumbang
porsi terbanyak di antara jenis perkara-perkara yang diadili di Pengadilan
Negeri pada tingkat pertama dan di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi di
samping perkara pidana dan perkara sengketa tata usaha negara. Secara
umum pemeriksaan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MARI) berdasarkan data yang disampaikan oleh
Ketua MARI, Prof Sunarto dalam acara Refleksi Akhir Tahun MARI 2024
pada tanggal 27 Desember 2024 di Jakarta,menyatakan “bahwa jumlah
beban perkara yang ditangani MARI tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara.
Terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan
sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20
Desember 2024, MA telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763
perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara mencapai
98,88 %, Jumlah perkara yang diterima MARI tahun 2024 meningkat 13,62

persen dibandingkan tahun 2023 yang menerima 27.252 perkara. Jumlah
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perkara yang diputus juga meningkat 12,42 persen ketimbang 2023 yang
memutus 27.365 perkara’.

Sebelumnya data tahun 2022 MARI merigister perkara sejumlah
26.656 perkara yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara yang
masuk ke MARI sebesar 44,68% dibandingkan pada periode yang sama
pada tahun 2021 yang hanya berjumlah 18.424 perkara.?. Hal ini
mengindikasikan bahwa jumlah perkara yang ditangani MARI dari tahun ke
tahun senantiasa mengalami peningkatan jumlah walaupun pada sisi yang
lain menunjukkan pula tingginya kinerja hakim adalam memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tersebut.

Selain alasan menumpuknya jumlah perkara-perkara perdata yang
menjadi tanggungjawab pengadilan negeri untuk menyelesaikannya, maka
penyelesian sengketa atau perkara-perkara di pengadilan apalagi termasuk
perkara perdata menuntut penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya
ringan sebagai asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia
yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1 Https://Www.Hukumonline.Com. “MA Memutus Lebih dari 30 Ribu Perkara Sepanjang
2024”, diakes pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 01.49 WITA.

2 https//www.mahkamahagung.go.id., “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara
Januari — Oktober 2022”, diakses pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pukul 02.20 WITA
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Alasan lainnya adalah sifat atau karakteristik perkara perdata yang
merupakan konflik atau sengketa pribadi (private) kepentingan antara orang
atau badan hukum sangat memungkinkannnya terbuka ruang setiap saat
untuk menyelenggarakan perdamaian (dading) diantara pihak yang
bersengketa. Sebab prinsip utama dalam penyelesaian setiap perkara
perdata di pengadilan adalah terselenggaranya perdamaian diantara para
pihak yang berperkara sebagaimana asas atau prinsip ini ditemukan dalam
ketetuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. yang mensyaratkan hakim
dalam pemeriksaan pendahuluan perkara perdata menganjurkan perdamaian
kepada para pihak beperkara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.
Dalam Al-Qur’an,yaitu:

5555 gl 5L aple CRRUEAIGA G 1 LalY ) Bl Und G 515700 Gl (e 103 ad

Ol Sl ) ()l e (58 S 1967 Y1 b
Terjemahan: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad)
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap
keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan
untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang
bertawakal." (QS. Ali Imran: 159)

Sebagai contoh salah satu praktik mediasi yang berhasil dilakukan
dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah penyelesaian
perkara kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Pengadilan Negeri

Makassar dalam perkara perdata Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS.
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mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan
penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang bertentangan dengan
hukum. Hal mana dalam proses mediasi dalam pemeriksaan perkara tersebut
mediator yang berasal dari kalangan non hakim yang disahkan
pengangkatannya oleh Mahkamah Agung, sangat terlibat aktif dan
menggunakan sungguh-sungguh maksimal waktu mediasi yang ditentukan
dalam Peraturan Mahkamah Agung. Bahkan mediator dapat melakukan
langkah-langkah strategis dan efektif sehingga kedua belah pihak berperkara
berhasil melakukan kesepakatan untuk berdamai, karenanya majelis hakim
membuat putusan berdasarkan akta perdamaian (akta van dading) yang
dibuat oleh para pihak berperkara.

Oleh karena itu eksistensi mediasi sebagai sarana dan upaya dalam
mewujudkan perdamaian bagi para pihak berperkara di pengadilan memiliki
landasan yang kuat baik secara sosiologis maupun secara yuridis-normatif.
Namun pengkajian lebih dalam mengenai hal ini masih perlu terus
diselenggarakan dalam rangka mendorong lahirnya peraturan perundang-
undangan yang lebih kuat tentang mediasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang
dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum mediator dalam proses penyelesaian

sengketa perdata di pengadilan ?
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2. Bagaimana peran dan tanggung jawab hukum mediator dalam

penyelesaian sengketa di pengadilan ?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mediator
dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab
mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis; menjadi masukan dalam rangka memperkuat
landasan yuridis kedudukan profesi mediator sebagai ujung tombak
proses mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia;

2. Manfaat Praktis; yaitu menjadi pilihan bahan bacaan bahkan dapat
menjadi pedoman bagi para praktisi hukum (advokat, jaksa pengacara
negara, hakim maupun para mediator sendiri) khususnya terkait
dengan praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang waijib
terlebih dahulu melalui pemeriksaan mediasi oleh mediator yang

ditunjuk atau disepakati;
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